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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu
Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12
Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata
Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-
kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana
terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan Tunggal

: ' K
Nama Latin Nama Latin

J alif Tidak

- ba’

b

< ta

1

&

Sa

Jjim

ha' ha

AT EANER'

Dal

L

zal zet

ra

Zai

=
m*«'
sl Nl m| N o gl | e 2w

Sin

5]
<
1

syin

Gl% S]]
w2

sad es




dad de

ta te dengan

N| H| T

za’ zet

ES

‘ain koma

gain

fa’

qaf

kaf

Co| L] G| [.frejee] be| | §

lam

“»

mim

nun

waw

= =| z| 2| 0| ®|o| | @

ha’

-

h Apostro

%

ya’ Y -

Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap
433eal : ditulis Ahmadiyyah
Ta’ Marbutah

. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat,

fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
Contoh : »hdll 818 3: Zakat al-Fitri atau Zakah
al-Fitri

. Transliterasi 7a’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh : 4alk: Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “a/” dan bacaan
kedua kata itu terpisah maka ta’ marbutlah itu
ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: 4l a5 y - Raudah al-Jannah
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3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
delea : ditulis Jama‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
A Aexs ; ditulis Ni ‘matullah
kil 318 3« ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia,

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap

atau diftong.
1. Vokal Tunggal
No. | Tanda Vokal Nama Huruf Nama
Latin
- A Fathah A A
J . e Kasrah I I
3 || == / ------ dammah U U

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh:
<€ . Kataba 8 - Yazhabu
Jw - Swila OS2 Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf.
Contoh:

<SS Kaifa Js> : Haula
E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa

harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:
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Contoh :

s Tuhibbiina

Olady! : al-Insan

e=<_ :Rama

Ja8 : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof
al"ﬁ : ditulis a antum
iia - ditulis mu annas
G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J') ditulis dengan huruf

kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam
lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang
disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya
menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam
yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
oA ditulis al-Qur’an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti

dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
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daidl : ditulis as-Sayyi ‘ah
Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan
dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah
maupun di akhir.

Contoh:
s Muhammad
a5V ¢ Al-Wudd
Kata Sandang “J <
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan
huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1 ™.
Contoh :
ol Al al-Qur’an
Al ¢ gs-Sunnah
Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal
huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan
dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni
penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri,
setelah kata sandang “al”, dllI.
Contoh:
‘"}Uﬂ\ e‘-ﬂ}“ s al-Imam al-Ghazali
GGl and + gs-sab 'u al-Matsani
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku
bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:

dl 3 pai  : Nasrun minallahi
leses YV 40 : Lillahi al-Amr jamia
Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas
(*) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata.
Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah
hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

) asle e\s): Thya’ ‘Ulum al Din
Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim
atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh:

OB aa sl AUl )5 : wa innallaha lahuwa khair al-

Raziqin



. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

. Ditulis kata per kata, atau

. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut.

el &l - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

Nurul Aini (1220057), 2024, Perlindungan Hukum Terhadap
Nasabah Gadai Emas Akibat Penurunan Harga Saat Lelang Di Unit
Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan. Dosen Pembimbing:
Jumailah S.H.I., M.H.I.

Dalam perjanjian gadai, peminjam menjaminkan barang-barang
kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjamannya untuk
memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utangnya akan
dilunasi. Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian
syariah cabang Wonoyoso berdasarkan aturan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
dalam buku II akad, BAB XIV Rahn, Bagian Kedelapan tentang
penjualan harta rahn mendeskripsikan bahwa kelebihan dan kekurangan
hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari rahin atau
ahli warisnya. Dalam konteks kasus Ibu Wahyuni, proses lelang
menghasilkan harga Rp1.800.000, lebih rendah dari ekspektasi, karena
harga emas sedang menurun. Hal ini mengakibatkan Ibu Wahyuni
mengalami kerugian signifikan. Kasus ini menyoroti pentingnya
perlindungan konsumen dalam transaksi gadai emas di pegadaian
syariah. Dengan tujuan penelitian berupa kebijakan pegadaian syariah
Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan dalam penentuan harga
emas pada saat proses lelang serta bentuk perlindungan hukum terhadap
nasabah gadai emas di pegadaian syariah Unit Pegadaian Syariah
Wonoyoso Pekalongan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris.
Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder.
Kemudian tenik pendekatan kualitatif untuk menemukan pola dan
pendekatan konseptual yang memberikan sudut pandang analisa
penyelesaian permasalahan teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan
analisis data secara deskriptif.

Hasil penelitian berdasarkan praktik lelang tersebut dapat diketahui
bahwa penentuan harga lelang di pegadaian syariah cabang Wonoyoso
mengacu pada harga pasar. Bentuk pelindungan hukum kepada nasabah
ini, bisa dilihat pada Surat Bukti rahn yang tertulis pada akad tersebut
pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan
atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force
majeure). Kemudian jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara
musyawarah melalui Penanganan Pengaduan Internal (Internal Dispute

XV



Resolution)) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan apabila perselisihan tidak dapat
terselesaikan melalui LAPS SJK, maka penyelesaian perselisihan
melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Gadai Emas, Lelang, Perlindungan Hukum, Perlindungan
Konsumen.
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ABSTRACT

Nurul Aini (1220057), 2024, Legal Protection for Gold Pawn
Customers Due to Price Decrease During Auction at the Wonoyoso
Pekalongan Sharia Pawnshop Unit. Supervisor: Jumailah S.H.L.,
M.H.L

In a pawn agreement, the borrower pledges goods to the lender as
collateral for his loan to provide assurance to the lender that his debt will
be repaid. The implementation of the auction of collateral at the
Wonoyoso branch of the Islamic pawnshop is based on the rules of the
Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The Compilation of
Islamic Economic Law (KHES) in book II of the contract, CHAPTER
XIV Rahn, Part Eight on the sale of rahn assets describes that the excess
and deficiency of the auction results become the rights and obligations
of the rahin or his heirs. In the context of Mrs. Wahyuni's case, the
auction process resulted in a price of IDR 1,800,000, lower than
expected, because the price of gold was declining. This resulted in Mrs.
Wahyuni experiencing significant losses. This case highlights the
importance of consumer protection in gold pawn transactions at Islamic
pawnshops. With the aim of the research in the form of the policy of the
Sharia pawnshop of the Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit in
determining the price of gold during the auction process and the form of
legal protection for gold pawn customers at the Sharia pawnshop of the
Wonoyoso Pekalongan Sharia Pawnshop Unit.

This type of research is included in empirical legal research. The data
sources used are primary and secondary data sources. Then, qualitative
approach techniques are used to find patterns and conceptual approaches
that provide an analytical perspective on solving problems, data
collection techniques using observation, interview, and documentation
and then descriptive data analysis.

The results of research based on auction practices show that the
determination of auction prices at the Wonoyoso branch of the sharia
pawnshop refers to market prices. This form of legal protection for
customers can be seen in the Rahn Evidence Letter which is written in
the contract, the Pegadaian will provide compensation in the event of
damage or loss that is not caused by a natural disaster (Force majeure).
Then, if a dispute occurs, it will be resolved amicably through Internal
Complaints Handling (Internal Dispute Resolution) through the
Alternative Financial Services Sector Dispute Resolution Institution
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(LAPS SJK) and if the dispute cannot be resolved through LAPS SJK,
then the dispute will be resolved through the Religious Courts.

Keywords: Auction, Consumer Protection, Gold Pawn, Legal
Protection.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian menjadi pembangunan perekonomian bangsa saat
ini, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dalam
perjanjian gadai, peminjam menjaminkan barang-barang kepada
pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjamannya untuk
memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahwa utangnya
akan dilunasi.

Perusahaan pegadaian dikenal karena kemampuannya dalam
melayani kebutuhan masyarakat umum sekaligus menghasilkan
uang sesuai standar manajemen bisnis. Ketika masyarakat
membutuhkan uang secara cepat, mereka lebih memilih
menggadaikan karena pegadaian mempunyai waktu pencairan yang
lebih cepat.

Gadai merupakan kesepakatan dimana pemilik barang
menyerahkan harta sebagai jaminan atas hutang, yang kemudian
dapat digunakan untuk melunasi piutang, baik secara penuh maupun
sebagian. Barang yang dijadikan sebagai jaminan rahn adalah
barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis yang dapat

disimpan dalam jangka waktu yang lama. 2

! Muhammad Sholikul, Pegadaian Syariah Edisi Pertama, (Salemba
Diniyah: Jakarta, 2003),

2 Hasan Sadily, Ensklopedi Islam, Jilid V (Pt Ichtiar Van Hoove, Jakarta,
2000), 1480
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Pengertian Gadai secara umum diatur dalam pasal 1150
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Gadai
adalah hak yang diperoleh r@hin atas suatu barang bergerak yang
diserahkan kepada murtahin atau orang lain atas namanya. Hal ini
memberikan kekuasaan kepada kreditur atas barang tersebut serta
biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah
digadaikan, yang harus didahulukan. Pinjaman ini diberikan kepada
masyarakat yang membutuhkan tanpa batasan pada kelompok
tertentu.

Mekanisme gadai barang jaminan melibatkan pemberian
barang jaminan kepada petugas pegadaian syariah cabang
Wonoyoso atau penaksir. Setelah barang jaminan selesai ditaksir,
penaksir akan memberitahukan nilai atau harga barang rahn kepada
rahin yang mengajukan rahn. Jika rahin menyepakati uang
pinjaman yang ditawarkan penaksir, proses pencairan uang
pinjaman akan dilakukan saat itu juga, baik melalui transfer atau
tunai. Barang jaminan rahn dapat diambil oleh rahin setelah
melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan atau dapat
diperpanjang jika ra@hin belum bisa melunasinya sesuai dengan
mu’nah surat gadai. Pada Pegadaian Syariah cabang Wonoyoso,
untuk mendapatkan uang pinjaman tergantung pada kesepakatan
antara nasabah dan lembaga gadai sesuai dengan barang yang
dijaminkan. Barang jaminan bisa berupa emas (perhiasan atau
logam mulia), kendaraan, barang elektronik, sertifikat penting,
tabungan emas, dan lain-lain. Jika nasabah tidak dapat melunasi
pinjamannya atau memperpanjang surat gadai dalam waktu yang

telah ditentukan, pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.
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Lelang di Pegadaian Syariah cabang Wonoyoso dilakukan secara
terbuka untuk umum, dengan harga lelang yang ditentukan oleh
pithak pegadaian, dan diawali dengan pengumuman atau
pemberitahuan kepada nasabah.

Mekanisme pelelangan dilakukan setelah akad jatuh tempo
120 hari. Sebelum pelelangan barang jaminan, pihak pegadaian
cabang Wonoyoso menghubungi rahin kembali melalui WhatsApp,
telepon, atau SMS. Jangka waktu penungguan maksimal adalah 45
hari. Jika melebihi masa jeda ini, kredit gadai aktif yang sudah jatuh
tempo akan masuk daftar lelang dan proses lelang Marhtn (barang
jaminan) akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada
pegadaian syariah cabang Wonoyoso berdasarkan aturan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) dalam buku II akad, BAB XIV Rahn, Bagian
Kedelapan tentang penjualan harta rahn mendeskripsikan bahwa
kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak
maupun kewajiban dari rahin atau ahli warisnya.

Pegadaian syariah Wonoyoso menjadi salah satu alternatif
bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan
menjaminkan barang berharga seperti emas. Praktik gadai emas ini
memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak, baik konsumtif
maupun produktif. Namun, terdapat risiko yang dihadapi oleh
nasabah, salah satunya adalah kerugian akibat penjualan barang
jaminan melalui lelang, contohnya pada kasus yang dialami Ibu
Wahyuni di pegadaian syariah cabang Wonoyoso. Ibu Wahyuni

menggadaikan kalung emas seberat 2 gram dengan harga beli
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Rp2.600.000 yang ditaksir senilai Rp2.000.000 pada Juni 2022.

Dengan skema cicilan selama enam bulan, Ibu Wahyuni hanya
mampu membayar tiga cicilan pertama. Ketidak mampuan
membayar cicilan keempat hingga keenam, karena penghasilan
suami yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyebabkan
barang jaminan harus dilelang pada Januari 2023.

Proses lelang menghasilkan harga Rp1.800.000, lebih rendah
dari ekspektasi, karena harga emas sedang menurun. Hal ini
mengakibatkan Ibu Wahyuni mengalami kerugian signifikan. Kasus
ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi
gadai emas di pegadaian syariah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen berhak
mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diterima. Dalam
konteks kasus Ibu Wahyuni, pegadaian syariah seharusnya
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai risiko
fluktuasi harga emas dan kemungkinan kerugian akibat lelang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, mengenai
banyaknya risiko dalam melakukan pembiayaan gadai emas di
pegadaian syariah khususnya risiko turunnya harga emas pada
proses lelang jaminan berupa emas milik nasabah yang dapat
menimbulkan kerugian cukup besar bagi nasabah. Belum adanya
peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kasus tersebut. Maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perlindungan

hukum bagi para nasabah pegadaian syariah yang mengalami
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kerugian atas penurunan harga emas pada saat pelaksaan lelang
produk jaminan terjadi. Penulis menuangkan penelitian ini dalam
sebuah skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH GADAI EMAS AKIBAT PENURUNAN
HARGA SAAT LELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH
WONOYOSO PEKALONGAN.

Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, ditemukan sebuah legal issue
yaitu bagaimana perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas
syariah terhadap penurunan harga emas di pegadaian syariah.

Berdasarkan legal issue diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana kebijakan Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso
Pekalongan akibat penurunan harga emas pada saat proses
lelang?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas

di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan?

Tujuan penelitian
Bersumber dari latar belakang dan rumusan masalah
sebagaimana yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini
sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis kebijakan pegadaian syariah Unit
Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan akibat penurunan

harga emas pada saat proses lelang.
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2. Untuk Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap nasabah gadai emas di Unit Pegadaian Syariah
Wonoyoso Pekalongan.
D. Manfaat penelitiaan
Manfaat dari penelitian ini terdapat dua yaitu manfaat teoritis
dan manfaat praktis, penjelasanya sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sebuah gambaran dalam hal perlindungan hukum
terhadap nasabah layanan tabungan emas saat eksekusi objek
tabungan terjadi penurunan harga jual emas serta akibat hukum
yang timbul terhadap nasabah ketika terjadi penurunan harga
jual emas saat eksekusi objek tabungan.
2. Manfaat Praktis
Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya
kepada nasabah layanan tabungan emas tentang bagaimana
perlindungan hukum terkait hukum terhadap nasabah pegadaian

syariah pada saat terjadi penurunan harga jual emas.

E. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka pikiran atau butir-butir
pendapat, teori, skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan
yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.*
Adapun teori-teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

8 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, (Cv. Mandar Maju:
Bandung), 80



1. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori
yang sangat penting digunakan dalam suatu kesepakatan, yang
diharapkan agar bisa melindungi hak dari pihak-pihak yang
lemah  kedudukannya.*  Menurut  Satijipto  Raharjo
mengemukakan bahwa “Perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)
yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan
kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum”.®

Secara umum hukum melindungi setiap individu,
dimana individu tersebut juga dapat diartikan sebagai
konsumen di dalam hubungan hukum. Secara khususnya,
“konsumen  dilindungi dari ketentuan-ketentuan yang
mengecualikan atau membatasi tanggung jawab penjual secara
tidak langsung atau dimilikinya hak menjual barang-barang
tersebut (oleh penjual), apakah barang-barang tersebut sesuai
dengan gambaran atau contoh, dan memiliki kualitas yang layak
untuk diperdagangkan sesuai dengan tujuan utamanya”. Dalam
Ketentuan Umum “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menyatakan:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin

4 Adinda Ari Wijayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai
Emas Di Pegadaian Syariah Mandiri Palembang Skripsi llmu Hukum Universitas
Sriwijaya”, Palembang, 10

5 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum (Pt.Citra Aditya Bakti:Bandung,2000), 54
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adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen.®

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat
preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang bersifat
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hatihati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan
perlindungan hukum yan resprensif bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga
peradilan”.’

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo
menjelaskan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak
dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi
kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan
manusia lainnya.® Teori perlindungan hukum merupakan teori
yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud dan bentuk
tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek

perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.

6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Hukum

" Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia,

(Suarabaya Bina [lmu,1987),
8 Sudikno Mertokusumo, /lmu Hukum, (Liberty: Yogyakarta), 25
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Berdasarkan penjelasan tentang pengertian teori
perlindungan hukum terdapat unsur- unsur yang terkait sebagai
berikut :°
a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan

perlindungan
b. Subjek hukum, dan
c. Objek perlindungan hukum.
2. Rahn

Gadai syariah dalam bahasa Arab disebut dengan rahn
atau al-hasbu yang berarti penahanan. Menurut istilah, rahn
adalah menempatkan suatu barang yang bernilai menurut syara’
sebagai jaminan atas utang, baik seluruhnya maupun sebagian,
yang dapat diterima.'? Definisi lain dari gadai dijelaskan dalam
pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) sebagai suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu
barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau oleh orang
lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada
kreditur atas barang tersebut serta biaya yang telah dikeluarkan
untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan, di mana
biaya-biaya tersebut harus didahulukan.''Gadai syariah adalah
perjanjian di mana barang jaminannya bisa berupa emas
(perhiasan atau batangan) atau kendaraan yang diserahkan

kepada lembaga pegadaian syariah sesuai dengan hukum gadai

® Salim Hs Dan Erlies Septana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis
Dan Disertasi, (Raja Grafindo Persada:Jakarta,2013), 25

10 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002),
Hlm. 105.

11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai.
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syariah. Prinsip rahn adalah kegiatan utang piutang yang
bersifat sosial dan tidak mengharuskan adanya imbalan.
Kecuali untuk biaya lelang, barang jaminan yang dipegang oleh
murtahin  hanya merupakan amanat dari rahin. Murtahin
berkewajiban menjaga dan memelihara barang gadai agar tetap
dalam kondisi awal.

Dalam pegadaian syariah, ketika menyalurkan uang
pinjaman berdasarkan hukum rahn, terkadang rahin tidak
memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah
diberikan peringatan, jika r@hin tidak melakukan perpanjangan,
pegadaian syariah berhak melunasi pinjaman dengan melelang
barang jaminan gadai yang telah dititipkan saat transaksi rahn.?
Barang yang akan digadaikan oleh r@hin dinilai atau ditaksir
terlebih dahulu. Untuk barang gudang (selain emas dan
permata), penilaian dilakukan dengan melihat harga pasar
setempat (HPS). Persentase penaksiran kemudian dihitung
untuk menentukan besarnya pinjaman berdasarkan golongan
(A, B, C, D, E). Sedangkan untuk barang kantong (emas
perhiasan atau batangan), penilaian dilakukan dengan melihat
harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL).
Penguji menentukan karatase dan beratnya, lalu menghitung
besarnya pinjaman berdasarkan golongan.

3. Lelang

12 Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi
Islam Di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Intelektualita
Vol.5, No.1, Juni 2016, Hlm. 46.
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Lelang dalam pegadaian syariah adalah usaha untuk
melunasi pinjaman yang tidak dapat dilunasi sampai batas
waktu tertentu dengan menjual barang jaminan kepada umum.
Proses lelang ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
yakni bebas dari unsur gharar, maisir, riba, dan bathil. Istilah
yang digunakan sesuai dengan istilah dalam POGS seperti
marhun (barang jaminan) dan rahin (nasabah). Lelang syariah
diatur oleh fatwa DSN 1no0.25/DSN-MUI/III-2002 yang
mengatur penjualan marhun, dengan ketentuan bahwa setelah
jatuh tempo, murtahin (penerima gadai) harus memperingatkan
rahin untuk melunasi utangnya. Jika rahin tetap tidak mampu
melunasi, maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai
syariah.'3

Abu Hanifah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh
menjual barang gadai tanpa izin dari rahin, kecuali setelah jatuh
tempo dan rahin tidak sanggup menebusnya. Jika rahin tidak
bersedia menjual barangnya, murtahin harus mengajukan
tuntutan kepada hakim.'* Ada dua jenis lelang yaitu lelang turun
dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Lelang turun, lelang turun adalah suatu penawaran yang pada
mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian
semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli
dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru

lelang (auctioneer) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan

H. 402

13 Fatwa Dsn No.25/Dsn-Mui/lii-2002
14 Ash Siddieqy, Figh Jual Beli Dan Lelang, (Jakarta: Pt Pustaka Islam, 1991),
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lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan. Lelang naik,
penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya
membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik
sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga
tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan
disebut dengan lelang naik. dilelang secara sukarela.®®
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
No27/PMK.06/2016, lelang terdiri dari: lelang eksekusi untuk
melaksanakan putusan pengadilan, lelang noneksekusi wajib
untuk barang yang harus dijual secara lelang sesuai peraturan,
dan lelang noneksekusi sukarela untuk barang milik swasta
yang dilelang secara sukarela.'.
F. Penelitian Relevan
Berdasarkan penelusuran literature, ditemukan beberapa
penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah gadai emas
syariah akibat penurunan harga emas, tetapi dengan titik fokus yang
berbeda-beda berikut adalah beberapa penelitian yang relevan :
Pertama, penelitian ini ditulis oleh Kinnanti Alrian Rellautri
dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap nasabah gadai emas
dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek
jaminan” penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris
yang memiliki tujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan

menganalisa terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah

i}

15 Anshori, Abdul Ghofur.“Perpegadaianan Syariah Di Indonesia”.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, H.125
16 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri
Keuangan No. /Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jakarta:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016
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gadai emas syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada
saat eksekusi objek jaminan. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis yaitu mengkaji tentang perlindungan nasabah
gadai emas dipegadaian syariah pada saat harga emas mengalami
penurunan, sedangkan novelty dari penelitian penulis yaitu akan
menjelaskan secara lebih terperinci mengenai hak dan kewajiban
bagi nasabah dan pihak pegadaian syariah serta akan mengkaji lebih
dalam mengenai pengaturan gadai emas syariah pada objek Unit
Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.!’

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firda Syaflina8, yang
berjudul “Perlindungan hukum terhadap nasabah pegadaian
berdasarkan perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai”
penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bertujuan
untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pihak
pegadaian syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
menghambat dalam pemberian perlindungan hukum. Pada
penelitian memiliki persamaan yaitu jenis penelitian yang
digunakan dan juga mengkaji hal yang sama tentang perlindungan
hukum bagi nasabah pegadaian. Sedangkan novelty yang akan
diberikan pada penelitian penulis yaitu tentang pengaturan yang

digunakan pihak pegadaian syariah dalam produk gadai syariah

17 Kinnanti Alrian Rellautri, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai
Emas Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek
Jaminan Journal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2015), 12

18 Firda Syaflina, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian
Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Gadai, Skripsi Ilmu
Hukum, Universitas Islam Riau, (2017), 26
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serta mengkaji lebih dalam tentang proses lelang produk pegadaian
syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mitha mandasari
(2020), dengan judul *“ Perlindungan Hukum terhadap nasabah
ketika terjadi penurunan harga jual emas saat eksekusi objek
tabungan emas di PT. Pegadaian cabang Pekanbaru ditinjau dari
Undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen” jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis
, tujuan penelitian yaitu untuk untuk mengetahui perlindungan
hukum terhadap nasabah layanan tabungan emas saat eksekusi objek
tabungan terjadi penurunan harga jual emas. Persamaan peneliti ini
dengan penulis yaitu keduanya membahas perlindungan hukum bagi
nasabah dipegadaian syariah namun beda subjek pembahasan.
Sedangkan novelty penelitian penulis yaitu akan membahas lebih
rinci terkait pengaturan yang mengatur tentang gadai emas dan

eksekusi jaminan lelang dipegadaian syariah.'®

G. Metode penelitian
1. Jenis penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian

ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu

19 Mitha Mandasari, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ketika Terjadi
Penurunan Harga Jual Emas Saat Eksekusi Objek Tabungan Emas Di Pt. Pegadaian
Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undangundang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta:2020
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dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian
dengan melakukan wawancara.?

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu
dengan mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang
perlindungan hukum nasabah gadai emas terhadap penurunan
harga emas pada pegadaian syariah.?

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah
mendasarkan pada kejadian yang sudah terjadi.?®> Dalam
pendekatan kualitatif data didapat dari berbagai macam sumber
seperti hasil wawancara kepada pegawai pegadaian syariah dan
nasabah pegadaian syariah. Suatu pendekatan dengan cara
seseorang berusaha menggambarkan data yang sudah ada. Jadi
di dalam penelitian ini penulis menganalisis dan menguraikan
data yang sudah penulis peroleh kemudian ditarik kesimpulan.
Selain itu di dalam pendekatan ini juga menggunakan
pendekatan konseptual, yaitu menjelaskan terkait konsep yang
akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Sumber data penelitian
a. Data primer
Sumber data primer merupakan data yang didapatkan

secara langsung oleh penulis dari informan pertama.?® Data

20 Syafrinaldi, Buku Penyusunan Skripsi, Pekan Baru, Riau (2017), 14

2L Soekanto S, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press (2004), 10

22 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian
Gabungan Edisi Pertama, (Jakarta, Kencana,2014), 341

23 Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta,Pt Raja Grafindo Persada,2004), 30
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primer ini dihasilkan melalui observasi yang dilakukan di
Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan,
dengan melakukan wawancara dengan nasabah pegadaian

syariah dan pegawai pegadaian syariah.

. Data sekunder

Data sekunder dihasilkan dari buku,tesis, jurnal,
artikel, skripsi dan sebagainya. Pemilihan sumber-sumber
yang akan digunakan dalam penelitian tentunya sesuai
dengan pokok permasalahan yang dilakukan penulis.
Adapun buku, jurnal dan sebagainya yang kajianya berkaitan
dengan perlindungan hukum bagi nasabah pegadaian

syariah.

4. Metode pengumpulan data penelitian

a. Observasi

Observasi merupakan mengamati secara langsung
suatu objek. penulis melakukan pengamatan secara langsung
dengan mendatangi objek penelitian yaitu Unit Pegadaian

Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.

. Wawancara

Wawancara (interview) adalah adalah teknik
pengumpulan data primer yang didapatkan langsung dari

responden.?*

Penulis melakukan wawancara langsung
kepada pimpinan cabang, penaksir dan kepada nasabah yang

mengalami permasalahan kerugian harga emas turun.

HIm.95

24 Muhaimi,Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press:2020,
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c. Studi literatur
Metode yang digunakan penulis adalah metode
pencarian literatur untuk memperoleh dan mengumpulkan
data informasi yang diperoleh dari buku, artikel jurnal dan
refrensi relevan dengan penelitian yang sesuai dengan judul
penelitian. Penelitian yang sedang penulis kerjakan ini
mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas
syariah terhadap penurunan harga emas di pegadaian syariah.
Metode analisis data penelitian
Teknis analisis data yang dipakai penulis dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif, berikut langkah-
langkahnya :
a. Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-
data yang diperlukan seperti pada penelitian ini
mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi,
wawancara narasumber dan merujuk pada undangundang-
undang serta buku atau penelitain yang berkaitan dengan
judul yang sedang penulis teliti.
b. Reduksi data
Tahap reduksi data adalah tahapan penulis
merangkum serta menvalidasi data-data yang didapatkan
dari lapangan. Reduksi data pada penelitian ini didapatkan
setelah penulis melakukan pengamatan pada Unit Pegadaian

Syariah (Ups) Wonoyoso Pekalongan.
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c. Penyajian data

Pada tahap ini penulis melakukan analisis kembali

dari pengumpulan data dan reduksi data dengan
menggunakan konsep, sehingga dapat diperoleh atau
ditemukan kesimpulan dan menjawab pokok masalah pada
penelitian ini. Penulis menggunakan metode deskriptif
induktif di mana penulis akan mendeskripsikan atau
menggambarkan dengan kalimat bagaimana hasil observasi
dilapangan dengan kumpulan informasi yang diperoleh
untuk menghasilkan kesimpulan. kemudian penarikan
kesimpulan akan memperoleh kesimpulan dari observasi

dilapangan.

H. Sistematika penulisan

Guna memberikan gambaran kajian yang akan ditulis dalam
skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN : Bab ini terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat
penelitiaan, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB Il TEORI TENTANG GADAI EMAS SYARIAH AKIBAT
PENURUNAN HARGA EMAS SAAT LELANG : pada bab ini
akan dijelaskan mengenai konsep perlindungan konsumen, konsep
gadai, konsep lelang, aturan khusus lelang dalam gadai.
BAB III1 IMPLEMENTASI AKAD GADAI EMAS PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH (UPS) WONOYOSO
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PEKALONGAN : Bab ini akan dijelaskan profil pegadaian syariah
Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan, mekanisme
gadai pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan,
mekanisme lelang pada Unit Pegadaian Syariah Unit Pegadaian
Syariah (UPS) Wonoyoso Pekalongan.
BAB 1V ANALISIS GADAI EMAS SYARIAH DI UNIT
PEGADAIAN SYARIAH WONOYOSO PEKALONGAN
pada bab ini penulis akan memaparkan analisis kebijakan dalam
penetapan harga lelang di Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso
Pekalongan , ddan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang
dirugikan akibat penurunan harga emas dipasaran .
BAB V PENUTUP : pada bab ini akan memaparkan kesimpulan
yang berisikan jawaban dari rumusan masalah serta rekomendasi

atau saran penulis terkait hasil penelitian.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dalam pelaksanaan lelang penentuan dari hasil harga emas di
pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan
dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang
menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai
pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat
dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil
yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga
tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak
lain. Kemudian, barang jaminan akan dilelang apabila nasabah
tidak memenuhi kewajibannya sampai jatuh
tempo. Sebelumnya, pihak pegadaian akan memberitahukan
kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang. Kemudian,
Hasil penjualan barang-barang lelang akan digunakan untuk
menutup dana yang dipinjam oleh nasabah. Selisih lebih dari
hasil penjualan barang jaminan dikurangi dengan jumlah uang
pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya
menyelamatkan barang tersebut disebut uang kelebihan.

Bentuk pelindungan hukum kepada nasabah, Pegadaian syariah
memastikan bahwa proses sebelum pelaksanaan lelang
dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Pihak pegadaian sudah memberikan informasi ataupun sebuah
peringatan kepada rahin berupa pemberitahuan dan sebelum
terjadinya lelang pegadaian melakukan negosiasi dengan

nasabah. Sedangkan pada Surat Bukti rahn yang tertulis pada

89
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akad tersebut Utang Piutang dengan Akad Rahn bahwa pihak

Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila terjadi
kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana
alam (Force majeure). Kemudian jika terjadi perselisihan di
kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (Infternal
Dispute Resolution)) dan apabila tidak tercapai kesepakatan,
perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan
apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS
SJIK, pihak pegadaian dan nasabah sepakat menyelesaikan

perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya

akad tersebut.
B. Saran
1. Sebaiknya pihak pegadaian syariah harus lebih teliti lagi dalam
melakukan perjanjian terhadap nasabah agar tidak terjadinya
kerugian diantara kedua belah pihak.
2. Sebaiknya pihak pegadaian juga menyampaikan dan

menjelaskan isi dari peraturan yang ada di akad rahn, agar para
nasabah dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam

menjalankan akad tersebut.
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